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PERUBAHAN LAMPIRAN KEDUA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN
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KEPALA DESA DERSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayal (4) dan ayat (5)
Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset  Desa, Kepala Desa dapat
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingal : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717),
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

viange Hersumber dan Anpearan Pendapatin dan Belanja Negara
(Lembaran Nepnra Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 164,
fnmbahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebupmmana  telah diobah beberapa kali terakhur  dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahian

Atas Peraturan Pemertntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
NDesa vang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nepara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 53),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kena
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 183), secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 202);

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata

Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2014 Nomor 28);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi

Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Benta Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusgi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupateft Kudus
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
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Peraturan Hupatt Kadus Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Penghnstlan Pemeriniah Desa i Kabupaten Kaduos  (Berits
Daerah kabupaten Kodus Tabun 2016 Nomaor 0],

Peraturan Hapat Kodus Nomar M) Tahwun 2017 1entang
Petunjuk  Pelaksannan  Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusurnian Organisas)
dan Tata Kerpp Pemenntah Desa sebagiaimans telah diubah
denpan Peraturan Dacrah Kabupatern Kudus Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraluran Daerah Kabupatern
Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunin
Organisas) dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30),

Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 20 7 tentangPedoman
Pengelolann Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun

2017 Nomor 38),

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentangPedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2018 Nomor 31};

Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan APBDesa 2019 (Berita Dacrah Kabupaten

Kudus Tahun 2018 Nomor 32);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daltar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus(Berita Dacrah

Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten
Kudus(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Dcsa Setiap
Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun

2019 Nomor 5);

Keputusan Bupati Kudus Nomor 900 / 010 / 2019 tentang
Penetepan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus

Tahun 2019;

Keputusan Bupati Kudus Nomor 900 / Ol11 / 2019 tentang
Penetepan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Kudus Tahun 2019;

Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dersalam
(Lembaran Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Desa Dersalam Nomor S5 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran
Desa Dersalam Tahun 2018 Nomor J5);

. Peraturan Desa Dersalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2023 (Lembaran Desa
Dersalam Tahun 2022 Nomor 4);
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Keenmatnn Hae  Kabupaten  Kudus Tauhun Anggaran 2023,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusarn i

Wewenang Kepnla Desa sebagapemegiang kekuasaan pengelolaan

Aset Desa sebagni berikut

n.  Menetapkan kebijakan pengelolnan Aset Desa,

b, Menetapknn pembaniu pengelola dan petuga
)esa,

¢. Menetapkan penggunann, pemaninatan
Aset Desa,

(. menetnpkan kebijakan pengamanar Asct Desa;

e mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau

penghapusan  Ascl  Desa  yang bersifat strategis melalul

Musyawarah Desa;
(. menyetujui usul pemindah tanganan dan penghapusan Asect Desa

sesuni batas kewenangan; dan
g. menyetujui usul pemanfaatan A
bangunan.

g/pengurus Asecl

atau pemindahtanganal

set Desa selain tanah dan/atau

Sekretaris Desa selaku pembantu Pengelolaan Asct Desa mem punyal

wewenang -

4. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa,;

b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Asct Desa;

c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah
ltanganan Asct Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;

d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa;

dan
¢ melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset

Desa.

Petugas/pengurus Aset Desa bertugas dan bertanggung jawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan Asct Desa;

b. mengajukan pcrmohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang

diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah

kepada Kepala Desa;

melakukan inventarisasi Asct Desa;

mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya;

menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa; dan

mengusulkan penghapusan Asct Desa yang rusak atau dinila

Eudah tidak lagi bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan
csa.

m0o oo

Sf‘:galu biaya yang timbul akibal ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
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